
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 52 TAHUN 1999

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK NEGARA

INDONESIA Tbk., PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK RAKYAT

INDONESIA, PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN

NEGARA, DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI

DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perusahaan

Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk., Perusahaan

Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan

Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri dipandang perlu

melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik

Indonesia ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT

Bank Negara Indonesia Tbk, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT

Bank Rakyat Indonesia, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT

Bank Mandiri;

b. bahwa penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara Indonesia Tbk.,

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Rakyat Indonesia, dan

Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Mandiri tersebut perlu

ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
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2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 tentang
Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor
16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10
Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3790);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3587);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
(Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1992 tentang Penyesuaian
Bentuk Hukum Bank Negara Indonesia 1946 Menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 39);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1992 tentang Penyesuaian
Bentuk Hukum Bank Rakyat Indonesia Menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 41);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penyesuaian
Bentuk Hukum Bank Tabungan Negara Menjadi Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor
44);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan
Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1998 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan
Perseroan (PERSERO) Di Bidang Perbankan (Lembaran Negara
Tahun 1998 Nomor 172);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tentang Program
Rekapitalisasi Bank Umum (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor
197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3799);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN
PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE
DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
BANK NEGARA INDONESIA Tbk., PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT BANK RAKYAT INDONESIA, PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK TABUNGAN NEGARA, DAN
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
DALAM RANGKA PROGRAM REKAPITALISASI BANK UMUM

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal

ke dalam modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank Negara

Indonesia Tbk., yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 19 Tahun 1992, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank

Rakyat Indonesia yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 1992, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank

Tabungan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1992, dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Bank

Mandiri yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75

Tahun 1998.


